


1 
 

LAPORAN KINERJA 

 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG 

TAHUN 2022 
 
 

 

DINAS ENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG 

TAHUN 2022 



i 
 

KATA PENGANTAR 

 
Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu 

Kota Magelang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun awal 

pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada 

Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Magelang Tahun 2021-2026. 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang 

berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban 

kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja 

setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Magelang. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Magelang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) 

yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022. 

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan 

oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, 

masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan 

sistem administrasi negara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan 

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang selaku 

unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. 

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi 

Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang 

berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran 

perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi 

daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan 

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan 
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dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- 

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden 

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang diwajibkan untuk menyusun 

Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKJIP).  Penyusunan 

LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Magelang Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait 

pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan 

dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. 

 
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

 
Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja  Dinas  

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang 

mempunyai tugas : membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DPMPTSP 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal  dan pelayanan 

terpadu satu pintu;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang  penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu;  
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d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota  di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.  

 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan 

diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu : 

1. Kepala Dinas 

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penanaman modal dan 

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 

2. Sekretariat 

Membantu Kepala Dinas PMPTSP dalam penyusunan program, pengelolaan 

keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas. Dalam 

menjalankan tugasnya sekretaris dibantu oleh: 

a. Sub Bagian Umum 

Membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional; 

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas teknis fungsional 

sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi program dan keuangan dengan 

penunjukan Subkoordinator untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

dan pengelolaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Subkoordinator tersebut yaitu : 

- Subkoordinator Program yang melaksanakan fungsi teknis di bidang 

Program yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di 

bidang program.  
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- Subkoordinator Keuangan yang melaksanakan fungsi teknis di bidang 

Keuangan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di 

bidang keuangan. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

Membantu  Kepala Dinas PMPTSP untuk melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai 

ruang lingkup  tugas dan fungsi DPMPTSP. Dalam pelaksanaan tugas teknis tersebut  

ditunjuk Koordinator untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan 

kegiatan yang meliputi : 

1. Koordinator Penanaman  Modal 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal. Dalam 

melaksanakan tugasnya Koordinator dibantu oleh Subkoordinator yaitu : 

a. Subkoordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal;  

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman 

modal. 

b. Subkoordinator Promosi Penanaman Modal.  

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi. 

c. Subkoordinator Pengawasan;  

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan penanaman modal. 

d. Subkoordinator Pengendalian; 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian Penanaman Modal. 

 

2. Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan pelayanan, 

evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan serta penanganan 

pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan perizinan dan non perizinan. Dalam 
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melaksanakan tugasnya Koordinator dibantu oleh Subkoordinator yaitu : 

a. Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi 

perizinan 

b. Subkoordinator Penanganan Pengaduan 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis di bidang penanganan pengaduan 

c. Subkoordinator Peningkatan Layanan 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan layanan 

4. U
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Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. 

Gambar 1.1. 

 
Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Magelang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Isu Strategis Perangkat Daerah 

 
Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan 

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka 

menunjang pembangunan daerah. 
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Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 

(lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2021-2026 sebagai berikut : 

 

1. Langkah percepatan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 

membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kabupaten kota di Jawa 

Tengah. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 89 

Tahun 2021 dan Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pusat pelayanan yang modern dan 

terintegrasi harus menjadi budaya penyelenggara. Dimana akan tergabung 

OPD dan instansi vertikal dalam memberikan pelayanan publik terintegrasi 

di satu tempat/bangunan. Masyarakat bisa mengurus KTP, SIM, Paspor dan 

membayar di satu tempat. Bangunan MPP harus memenuhi syarat bisa 

melayani masyarakat berkebutuhan khusus, ramah untuk ibu dan anak serta 

berada di lokasi strategis. 

2. Regulasi Baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang berpengaruh 

terhadap kebijakan dan mekanisme prosedur pelaksanaan pemberian 

perizinan dan non perizinan ( Risk Based Approach) dan penyesuaian 

kelembagaan DPMPTSP dimana akan dilaksanakan penyetaraan jabatan 

struktural ke jabatan fungsional. 

3. Implementasi OSS versi RBA sebagai aplikasi yang digunakan untuk 

pengajuan izin usaha . Bagaimana mensosialisasikan dan membudayakan 

masyarakat untuk berperan secara aktif dan mandiri dalam pengajuan izin 

melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi dan menekankan pada 

porsi fungsi pengawasan terintegrasi yang lebih besar.  

4. Daya Saing Ekonomi dan iklim investasi Dari capaian investasi 5 tahun 

terakhir, masih banyak potensi investasi yang dapat dihimpun yang masih 

terkendala. Belum optimalnya minat investor untuk berinvestasi di Kota 

Magelang dan banyak izin usaha yang belum efektif berakibat belum 

optimalnya realisasi investasi di Kota Magelang dari hasil pemantauan LKPM. 
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individu atau unit kerja menjadi lebih baik. Salah satu area yang menjadi 

fokus reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja 

merupakan hal penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi 

diarahkan pada upaya-upaya mencegah pemberantasan korupsi, 

menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan 

yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Peningkatan kualitas 

pelayanan publik termasuk dalam komponen pengungkit pada penilaian 

mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan terwujudnya 

peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat termasuk dalam 

komponen hasilnya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

mewujudkan Magelang Kota Cerdas dapat berperan sebagai pendorong 

dalam upaya perbaikan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi 

percepatan layanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan 

kapasitas sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika serta 

sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksana. Pada aspek manajerial 

perlu perbaikan manajemen SDM aparatur melalui implementasi sistem 

merit secara menyeluruh. Diharapkan melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, 

peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan manajemen SDM dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus terwujud reformasi 

birokrasi untuk Kota Magelang yang lebih baik. 

8. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi Covid-19 

ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai Bencana Nasional. WHO (World Health Organization) 

telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 

2020. Kota Magelang menetapkan kondispi ini sebagai kejadian luar biasa 

dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Nomor 360.2/70/112 

Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Bencana wabah 
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pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XII yang berisi pemangkasan 

sejumlah izin, prosedur, waktu dan biaya.  

11. Daya saing ekonomi dan Iklim Investasi Daya saing merupakan kemampuan 

untuk dapat memiliki daya tarik sehingga akan memiliki nilai lebih tersendiri di 

dalam suatu persaingan. Daya saing daerah menggambarkan kemampuan 

perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang 

tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah 

lainnya. Terdapat 3 (tiga) komponen yang sangat berpengaruh : 

a. Kondusifitas wilayah berpengaruh pada keberanian investor untuk 

berinvestasi dengan memperhatikan dinamika angka kriminalitas beserta 

faktor pendukung lain yang menjamin kenyamanan berinvestasi. Di Kota 

Magelang, terus dilakukan upaya untuk menekan angka kriminalitas, serta 

didukung dengan peningkatan kualitas iman taqwa, dan religiusitas 

masyarakat  

b. Keunggulan Komparatif lebih mengarah kepada bagaimana suatu daerah 

memanfaatkan keunggulan yang dimiliki di berbagai sektor untuk bersaing 

dengan daerah sekitar. Termasuk dalam hal ini keunggulan produk UMKM 

yang terus dilakukan pembinaan pada peningkatan kualitas produk dan 

kemasan, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM sehingga menjadi lebih 

berani berinovasi terhadap produknya.  

c. Keunggulan kompetitif dengan indikator: 

1) makroekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, 

tenaga kerja. Untuk mengatasi bonus demografi maka perlu dibukanya 

peluang kerja sebesar-besarnya.  

2) kualitas infrastruktur, yang dalam hal ini, infrastruktur Kota Magelang 

sudah terjaga untuk selalu dalam kondisi baik.  

3) kesehatan dan pendidikan dasar, yang tercermin dengan nilai IPM yang 

meskipun semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap 

diupayakan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanannya 

dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas 
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Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2021-2026, 

Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun 

sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut : 

a. Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kabupaten kota di 

Indonesia. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 89 

Tahun 2021 dan Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pusat pelayanan yang modern dan 

terintegrasi harus menjadi budaya penyelenggara. Dimana akan tergabung 

OPD dan instansi vertical dalam memberikan pelayanan publik terintegrasi di 

satu tempat/bangunan. Masyarakat bisa mengurus KTP, SIM, Paspor dan 

membayar di satu tempat. Bangunan MPP harus memenuhi syarat bisa 

melayani masyarakat berkebutuhan khusus, ramah untuk ibu dan anak serta 

berada di lokasi strategis. 

b. Regulasi Baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap 

kebijakan dan mekanisme prosedur pelaksanaan pemberian perizinan dan 

non perizinan ( Risk Based Approach) dan penyesuaian kelembagaan 

DPMPTSP dimana akan dilaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke 

jabatan fungsional. 

c. Implementasi OSS versi RBA sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengajuan 

izin usaha . Bagaimana mensosialisasikan dan membudayakan masyarakat 

untuk berperan secara aktif dan mandiri dalam pengajuan izin melalui sistem 

informasi berbasis teknologi informasi dan menekankan pada porsi fungsi 

pengawasan terintegrasi yang lebih besar. 

d. Dari capaian kegiatan investasi di Kota Magelang 5 tahun terakhir, masih 

banyak potensi investasi yang dapat dihimpun yang masih terkendala. Belum 

optimalnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Magelang dan banyak 

izin usaha yang belum efektif berakibat belum optimalnya realisasi investasi 

di Kota Magelang dari hasil pemantauan LKPM.  
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D. Landasan Hukum 

 
Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 

 
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026; 

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022; 
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E. Sistematika 

 
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 adalah : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis 

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 Meliputi Capaian  IKU,  Pengukuran,  Evaluasi  dan  Analisis 

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan 

BAB IV PENUTUP 
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MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA 

(Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang merupakan 

hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Magelang dan stakeholder. 

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu  Kota  Magelang  tersebut  akan  dijabarkan   kedalam   Rencana   Kerja 

(Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan 

SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dimuat program dan kegiatan 

prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

 
1. Visi 

 
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa 

mendatang oleh Pemerintah Kota Magelang. 

Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah: 
 

 

2. Misi 

 
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 

2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran 

Berlandaskan IMTAQ 

2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan 

Kualitas Sumber Daya Manusia 

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif 

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM 

Berbasis Ekonomi Kerakyatan 
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Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Magelang 

 
NO 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

 Terwujudnya 
pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 
yang mudah 
cepat 
transparan 

 

IKM Pelayanan 
Perizinan 

77 83.5 83.5 84 84.5 85 

  Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 

Rata-Rata Lama 
Waktu 
Pelayanan 
Perijinan 

5 4.5 4 3.5 3 2.5 

 Meningkatnya 
investasi 

 

Pertumbuhan 
Nilai Investasi 
PMA/PMDN 

15% 16% 16% 16% 16% 16% 

  Meningkatnya 
investor dan 
penyerapan 
tenaga kerja 

Jumlah investor 
berskala 
nasional 
(PMA/PMDN) 

- 3 3 3 3 3 

 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja OPD 

 

Hasil Penilaian 
SAKIP 

B B BB BB BB BB 

  Meningkatnya 
Nilai AKIP Nilai SAKIP 68.72 70 71 72 73 74 

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang 
periode 2021-2026 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

 
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 
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Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan 

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Magelang tahun 2022  adalah sebagai berikut :                                            
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Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Magelang 

 
NO 

TUJUAN/ 
SASARAN 

STRATEGIS 

 
INDIKATOR 

KINERJA 

 
SATUAN 

PENJELASAN 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

FORMULASI/RUMUS 
PERHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

1. Terwujudnya 
pelayanan perizinan 
dan non perizinan 
yang mudah cepat 

transparan 

1.1. 

IKM Pelayanan 
Perizinan 

Indeks 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat adalah 
data dan informasi 
tentang tingkat 
kepuasan  

masyarakat yang 
diperoleh dari 
hasil pengukuran 
secara kuantitatif 
dan kualitatif atas  

pendapat 
masyarakat dalam 
memperoleh  

pelayanan dari 
aparatur 
penyelenggara  

pelayanan publik 
dengan 
membandingkan  

harapan dan 
kebutuhannya 

Hasil Perhitungan dari 9 Unsur  

Sesuai Juknis dari Permenpan RB  

Nomor 14 Tahun 2017 tahun n 

Bidang Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan 
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B. Rencana Kinerja Tahun 2022 

 
Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh 

perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 

termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana 

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 : 

Tabel 2.3 
Rencana Kinerja Tahun 2022 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Magelang 

 
NO 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

 
SAT. 

 
TARGET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Terwujudnya 
pelayanan 
perizinan dan non 
perizinan yang 
mudah cepat 
transparan 

1.1.  IKM Pelayanan 

Perizinan 
Indeks 83.5 

  1.2 Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 

Rata-Rata Lama 
Waktu Pelayanan 

Perijinan 

Hari 4.5 

 Meningkatnya 
investasi 

2.1  Pertumbuhan 
Nilai Investasi 

PMA/PMDN 

Prosentase 16% 

  2.2 Meningkatnya 
investor dan 
penyerapan 
tenaga kerja 

Jumlah investor 
berskala nasional 

(PMA/PMDN) 

Perusahaan 3 

 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja OPD 

3.1  Hasil Penilaian 
SAKIP 

Nilai Sakip BB 

  3.2 Meningkatnya 
Nilai AKIP 

Nilai SAKIP Nilai Sakip 70 

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Magelang tahun 2022 
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

 
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan 

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan 

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa 

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh 

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari 

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus 

dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan 

Perjanjian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Magelang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota 

Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, 

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 11 bulan januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian 

Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai 

berikut: 

Tabel 2.4 

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Magelang Tahun 2022 
 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

1 Terwujudnya pelayanan 

perizinan dan non 
perizinan yang mudah 
cepat transparan 

 IKM Pelayanan Perizinan Indeks 83.5 

2 

Meningkatnya kualitas 
Pelayanan perizinan dan 
non perizinan 

 Rata-Rata Lama Waktu 
Pelayanan Perijinan 

Hari 4.5 

3 Meningkatnya investasi  Pertumbuhan Nilai 
Investasi PMA/PMDN 

Prosentase 16% 
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NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 
4 

Meningkatnya investor 
dan penyerapan tenaga 
kerja 

 Jumlah investor berskala 
nasional (PMA/PMDN) 

Perusahaan 3 

5 

Meningkatnya 
Akuntabilitas kinerja 
OPD 

 Hasil Penilaian SAKIP Nilai Sakip BB 

 

Meningkatnya Nilai AKIP  

 Nilai SAKIP Nilai Sakip 70 

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tahun 2022 

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan 

program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang 

telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : 

Tabel 2.5 

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Magelang Tahun 2022 

NO. 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

1 Program Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

Persentase Investor 
PMA/PMDN 100% 

495.916.000,00 

 Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Dibidang 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Kesesuaian 
Pelaksanaan Pemberian 
Fasilitas/Insenti f dan 
Kemudahan PM dengan 
SOP 

100% 

9.947.000,00 

 Pembuatan Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota 

Persentase wilayah 
yang telah 
teridentifikasi peta 
potensinya 

20% 485.969.000,00 

2 Program Promosi 
Penanaman Modal 

Persentase LOI yang 
ditindaklajuti 

100% 
22.629.000,00 

 Penyelenggaraan Promosi Persentase peningkatan 10% 22.629.000,00 
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NO. 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

jumlah kepeminatan 
(LOI) 

3 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

Persentase pelaku usaha 
yang memenuhi 
peraturan perundang - 
undangan 

15% 

427.569.000,00 

 Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase 
perusahaan yang 
melaporkan LKPM 50% 

427.569.000,00 

4 Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

Persentase Penerbitan 

Perizinan dan Non 
Perizinan Yang Sesuai 
Dengan SOP 

93,5% 

474.464.000,00 

 Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan secara 
Terpadu Satu Pintu 

dibidang Penanaman 

Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Persentase Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan yang dilayani 

80% 

474.464.000,00 

5 Program Pengelolaan Data 
Dan Sistem Informasi 
Penanaman 
Modal 

Persentase 
pertumbuhan 
pemanfaatan data, 
Informasi dan Sistem 
Informasi PM 

10% 

50.889.000,00 

 Pengelolaan Data dan 
Informasi Perizinan dan 
Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase 
Pengelolaan data , 
informasi dan sistem 
informasi yang 
terintegrasi secara 
elektronik 

80% 

50.889.000,00 

6 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase cakupan 
tercapainya 
akuntabilitas kinerja 
OPD 

100% 

5.672.024.000 
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NO. 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran, dan 
evaluasi kinerja OPD 

 8 
Dokumen 

61.826.000,00 

 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya 
tertib administrasi 
Keuangan PD 

15 
Dokumen 

4.697.962.000,00 

 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya tertib 
administrasi Umum 
OPD 

 7 
Kegiatan 

99.088.000,00 

 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Terpenuhinya jasa 
penunjang kantor 

 3 
Kegiatan 

682.741.000,00 

 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Yang 
dipelihara 

 4 Jenis 

127.122.000,00 

 Penataan Organisasi Jumlah laporan 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi 

 1 
Dokumen 

3.285.000,00 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 

 

Pada tanggal 4 bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan alokasi anggaran dengan uraian 

target kinerja sebagai berikut : 
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Tabel 2.6 
 

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 

 

NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 

1 Terwujudnya 
pelayanan perizinan 
dan non perizinan 
yang mudah cepat 
transparan 

 IKM Pelayanan Perizinan Indeks 83.5 

2 

Meningkatnya kualitas 
Pelayanan perizinan dan 
non perizinan 

 Rata-Rata Lama Waktu 
Pelayanan Perijinan 

Hari 4.5 

3 Meningkatnya 
Investasi 

 Pertumbuhan Nilai 
Investasi PMA/PMDN 

Prosentase 16% 

4 

Meningkatnya investor 
dan penyerapan tenaga 
kerja 

 Jumlah investor berskala 
nasional (PMA/PMDN) 

Perusahaan 3 

5 

Meningkatnya 
Akuntabilitas kinerja 
OPD 

 Hasil Penilaian SAKIP Nilai Sakip BB 

 

Meningkatnya Nilai AKIP  

 Nilai SAKIP Nilai Sakip 70 

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Tahun 2022 

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : 

 
Tabel 2.7 

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 

NO. 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATO
R 
KINERJA 

TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

1 Program Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

Persentase Investor 
PMA/PMDN 

100% 495.916.000,00 



30 
 

NO. 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATO
R 
KINERJA 

TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

 Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif Dibidang 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Kesesuaian 
Pelaksanaan Pemberian 
Fasilitas/Insenti f dan 
Kemudahan PM dengan 
SOP 

100% 9.947.000,00 

 Pembuatan Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

Persentase wilayah 
yang telah 
teridentifikasi peta 
potensinya 

20% 

485.969.000,00 

2 Program Promosi 
Penanaman Modal 

Persentase LOI yang 
ditindaklajuti 

100% 239.295.000,00 

 Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase peningkatan 
jumlah kepeminatan 
(LOI) 10% 239.295.000,00 

3 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

Persentase pelaku usaha 
yang memenuhi 
peraturan perundang - 
undangan 

15% 439.681.692,00 

 Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase 
perusahaan yang 
melaporkan LKPM 50% 439.681.692,00 

4 Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

Persentase Penerbitan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Yang Sesuai 
Dengan SOP 

93,5% 1.239.024.816,00 

 Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan secara 
Terpadu Satu Pintu 

dibidang Penanaman 
Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Persentase Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan yang dilayani 

80% 1.239.024.816,00 

5 Program Pengelolaan Data 
Dan Sistem Informasi 
Penanaman 
Modal 

Persentase 
pertumbuhan 
pemanfaatan data, 
Informasi dan Sistem 
Informasi PM 

10% 142.882.00,00 
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NO. 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATO
R 
KINERJA 

TARGET ANGGARAN 

1 2 3 4 5 

 Pengelolaan Data dan 
Informasi Perizinan dan 
Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase 
Pengelolaan data , 
informasi dan sistem 
informasi yang 
terintegrasi secara 
elektronik 

80% 142.882.00,00 

6 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase cakupan 
tercapainya 
akuntabilitas kinerja 
OPD 

100% 4.961.187.950,00 

 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran, dan 
evaluasi kinerja OPD 

 8 
Dokumen 

73.826.000,00 

 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya 
tertib administrasi 
Keuangan PD 

15 
Dokumen 

3.803.677.326,00 

 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya tertib 
administrasi Umum 
OPD 

 7 
Kegiatan 

   138.451.000,00 

 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Terpenuhinya jasa 
penunjang kantor 

 3 
Kegiatan 

   777.734.624,00 

 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Yang 
dipelihara 

 4 Jenis    164.214.000,00 

 Penataan Organisasi 
Jumlah laporan 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi 

 1 
Dokumen 

        3.285.000,00 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah 

perubahan) 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang 

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang 

yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut 

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator 

tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 

dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran 

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai  dengan  program,  sasaran  yang  ditetapkan  untuk  mewujudkan   Visi   dan 

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran 

atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran 
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didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

 
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu 

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama 

dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama 

terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU 

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi 

pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari 

instansi pemerintah yang bersangkutan.  Upaya  untuk  meningkatkan 

akuntabilitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Magelang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam 

melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu- 

isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil 

pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 

 

No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian % Kategori Sumber Data 

1 Terwujudnya 
pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 
yang mudah 
cepat transparan 

IKM Pelayanan 
Perizinan 

83.5 95.41 114,26% Sangat 
Tinggi 

Bid. Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian % Kategori Sumber Data 

2 Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 

Rata-Rata Lama 
Waktu Pelayanan 
Perijinan 

4.5 2.74 139,11% Sangat 
Tinggi 

Bid. Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan 

3 Meningkatnya 
investasi 

Pertumbuhan 
Nilai Investasi 
PMA/PMDN 

16% 41.15% 257.18% Sangat 
Tinggi 

Bid. 
Penanaman 
Modal 

4 Meningkatnya 
investor dan 
penyerapan 
tenaga kerja 

Jumlah nvestor 
berskala nasional 
(PMA/PMDN) 

3 16 533,33% Sangat 
Tinggi 

Bid. Penanaman 
Modal 

5 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja OPD 

Hasil Penilaian 
SAKIP 

BB BB 100% Sangat 
Tinggi 

Sekretariat 

6 Meningkatnya 
Nilai AKIP 

Nilai SAKIP 70 79.55 113.64% Sangat 
Tinggi 

Sekretariat 

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2022 

 

Hasil capaian kinerja pada tahun 2022 dari seluruh indikator yang telah ditetapkan 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan kondusifitas iklim investasi dan daya 

saing investasi, dan dapat kita lihat bahwa seluruh indikator masuk dalam kategori 

sangat baik karena nilai capaian kinerja dari seluruh indikator berada diatas 100%       

antara lain : 

1. Indikator IKM Pelayanan Perizinan 

 
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat didapat dari kegiatan  Pengukuran 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh 

DPMPTSP Kota Magelang. Untuk memperoleh saran dan masukan terhadap 

pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat 

dilaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan 

aplikasi berbasis online, yang selain bisa diisi secara langsung melalui website 

atau di ruang pelayanan MPP, juga link untuk mengisi survey dikirimkan 
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melalui pesan singkat kepada masyarakat penerima layanan. Untuk nilai SKM 

di bulan Desember tahun 2022 95,41 nilai tersebut masih diatas target yang 

ditetapkan yaitu 83.5. Nilai tersebut diperoleh dari 108 responden pada bulan 

Desember 2022, sedangkan jumlah responden secara keseluruhan pada tahun 

2022 adalah 1078 responden. Tercapainya  indikator IKM Pelayanan Perizinan 

ini antara lain karena sudah terselenggaranya MPP dimana seluruh pelayanan 

perizinan dan non perizinan dan dinas teknis terkait sudah melaksanakan 

pelayanan di satu tempat yang memberikan kemudahan dan efisiensi waktu 

dan biaya bagi masyarakat. Selain itu layanan perizinan lain yang dibutuhkan 

oleh masyarakat juga disediakan dan pada akhir tahun 2022 kembali 

dilakukan penambahan layanan antara lain UKPBJ, Pengadilan Negeri, 

pengadilan Agama dan Kejaksaaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 

Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PT. Taspen Persero, PLN 

dan PT. Pos Indonesia.                                         

2. Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perizinan 

 
Waktu Pelayanan Perizinan adalah ukuran waktu yang digunakan oleh 

pemohon izin dalam pengajuan suatu permohonan izin/layanan perizinan dan 

non perizinan dimulai dari berkas diterima sampai dengan ijin diterbitkan. 

Indikator Kinerja rata-rata lama waktu pelayanan perizinan pada tahun 2022 

mencapai 2.74 hari dari target 4.5 hari yang telah ditetapkan. Lama waktu 

pelayanan perizinan tersebut dihitung dari 44 izin yang dilayani menggunakan 

aplikasi sicantik dari 72 izin yang dilayani di DPMPTSP dengan jumlah izin 

terbit 2678.  

 

3. Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN 

Indikator Kinerja pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN pada tahun 2022 

mencapai 41.15% dari target 16% yang telah ditetapkan. Nilai tersebut 

dibandingkan dengan nilai investasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar  

583.436.000.000 yang terdiri dari PMA 10.152.000.000 dan PMDN 
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573.284.000.000. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi investasi PMA/PMDN 

sebesar 823.515.425.921,- yang terdiri dari PMA 50.906.157.790 dan PMDN 

772.609.268.131.  Nilai investasi tersebut dari 3877 Perusahaan PMDN dan 2 

Perusahaan PMA dengan penambahan nilai realisasi investasi terbesar berasal 

dari sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Laporan LKPM dilaksanakan 

melalui aplikasi OSS sehingga satu sistem aplikasi ini digunakan dari proses 

perizinan hingga pelaporan LKPM yang  diharapkan akan semakin 

memudahkan pengusaha dalam proses perizinan sampai pelaporan realisasi 

penanaman modal yang dilaksanakan. 

 

4. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) 
 
Indikator jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2022 

mengalami peningkatan dengan jumlah investor berskala nasional 

(PMA/PMDN) sejumlah 16 perusahaan yang jauh melampaui target indikator 

kinerja yang ada di angka 3 investor berskala nasional (PMA/PMDN). 

Peningkatan jumlah investor baru ini karena dilakukannya peningkatan daya 

saing dan iklim investasi yang kondusif melalui harmonisasi regulasi terkait 

penanaman modal, juga pemberian fasilitasi/kemudahan penanaman modal 

maupun penyusunan kajian potensi dan peluang investasi yang clean dan clear 

serta menarik bagi investor. Pelaksanaan promosi penanaman modal juga 

merupakan faktor yang mendukung dalam penambahan jumlah investor 

berskala nasional dan pada tahun 2022 terdapat 6 kepeminatan investasi yaitu 

: PT. Agra Megah Internasional , PT Eka Bogainti, Era Elektronik Magelang, 

Food Baverages Indonesia, PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk, PT. Home Center 

Retail Indonesia. 

5. Hasil Penilaian SAKIP dan Nilai SAKIP 

Evaluasi penilaian Hasil penilaian SAKIP pada tahun 2022 mengalami 

peningkatan dengan nilai 79.55 dengan predikat BB sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan untuk memperoleh predikat BB, namun dilihat dari nilai yang 
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diperoleh mengalami peningkatan yang cukup baik dari nilai 72.54 menjadi 

79.55. Hal tersebut dapat terwujud karena peran serta seluruh bagian untuk 

meningkatkan kualitas sampai dengan implementasi dari perencanaan yang 

telah disusun sampai dengan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. 

Penilaian SAKIP ini dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut : 

 
Tabel 3.3 

Perbandingan Capaian Kinerja 

 

 
No. 

 
Tujuan/Sasaran 

 
Indikator Kinerja 

2021 2022 

Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian 

1 

Terwujudnya 
pelayanan perizinan 
dan non perizinan 
yang mudah cepat 
transparan 

IKM Pelayanan 
Perizinan 

77 79.40 103.1% 83.5 95.41 114,26% 

2 

Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan perizinan 
dan non perizinan 

Rata-Rata Lama 
Waktu Pelayanan 
Perijinan 

 
5 

 
3.08 

 
138% 

 
4,5 

 
2.74 

 
139% 

3 
Meningkatnya 
investasi 

Pertumbuhan 
Nilai Investasi 
PMA/PMDN 

15 % 
 

25.77% dan 
436.43% 

231.1% 16% 41.15% 258.56% 

4 

Meningkatnya 
investor dan 
penyerapan tenaga 
kerja 

Jumlah nvestor 
berskala nasional 
(PMA/PMDN) 

- - - 3 16 533,33% 

5 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja OPD 

Hasil Penilaian 
SAKIP - BB 100% BB BB 100% 

6 
Meningkatnya Nilai 
AKIP 

Nilai SAKIP - 72.54 100% 70 79.55 113.64% 

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2021-2022 
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Dari data capaian indikator yang dapat kita lihat pada semua indikator 

mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, 

Pelaksanaan pelayanan perizinan untuk indikator nilai survey kepuasan 

masyarakat pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 

2021. Nilai SKM pada tahun 2021 sebesar 79,40 sedangkan pada tahun 2022 

sebesar 95,41 hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah responden karena pada tahun 

2021 jumlah responden 402 sedangkan pada tahun 2022 sejumlah 1078 

responden. Selain itu kepuasan masyarakat juga didukung oleh lama proses 

pelayanan perizinan dimana pada tahun 2022 rata-rata lama waktu pelayanan 

perizinan sudah lebih cepat yaitu 2.74 hari dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan 4,5 hari maupun dengan realisasi pada tahun 2021 selama 3.08 hari. 

Hal tersebut karena ada penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Perizinan dan Nonperizinan serta komitmen dari petugas yang terkait pada proses 

perizinan dan nonperizinan baik internal maupun eksternal pada Dinas teknis 

terkait. Sedangkan untuk pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN mengalami 

peningkatan 41.15% dengan capaian kinerja 257.18% dengan nilai investasi 

823.515.425.921 dibandingkan tahun 2021 yang memiliki capaian kinerja 231.1% 

dengan nilai investasi 583.436.000.000. Untuk Jumlah investor juga mencapai 

533,33% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sejumlah 3 investor 

nasional PMA dan PMDN, sedangkan untuk tahun 2021 untuk penambahan 

investor nasional PMA dan PMDN belum dihitung. Penilaian akuntabilitas kinerja 

instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding 

tahun 2021 dengan nilai 79.55 dibandingkan nilai SAKIP 2021 yaitu 74.54 namun 

masih memiliki predikat yaitu BB. 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka 

menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2021-2026 

diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 
 

 
No. 

 
Tujuan/Sasaran 

 
Indikator Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 

Tahun 2022 

Target 
Akhir 2026 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 6=4/5*100 

1 
Terwujudnya pelayanan 
perizinan dan non perizinan 
yang mudah cepat transparan 

IKM Pelayanan Perizinan 95.41 85 112.25% 

2 
Meningkatnya kualitas 
Pelayanan perizinan dan non 
perizinan 

Rata-Rata Lama Waktu 

Pelayanan Perijinan 
2.74 2.5 90.4% 

3 Meningkatnya investasi 
Pertumbuhan Nilai 

Investasi PMA/PMDN 
41.15% 80% 51.71% 

4 
Meningkatnya investor dan 
penyerapan tenaga kerja 

Jumlah nvestor berskala 

nasional (PMA/PMDN) 16 15 106.67 

5 
Meningkatnya Akuntabilitas 
kinerja OPD Hasil Penilaian SAKIP BB BB 100% 

6 Meningkatnya Nilai AKIP Nilai SAKIP 79.55 74 107.5% 

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2022 

 

Pada capaian awal renstra 2021 sampai dengan 2026 memiliki capaian yang 

sangat tinggi karena pada semua indikator di tahun 2022 memiliki nilai lebih dari 

20% bahkan ada yang lebih dari 100% dibandingkan dengan capaian akhir renstra 

seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas. 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional terkait 

pertumbuhan investasi di daerah yaitu untuk standar nasional sebesar 33.33% maka 

capaian pada tahun 2022 sudah melebihi standar nasional dengan nilai sebesar 

41.15% dan capaian sebesar 123.46% dari target  nasional yang diuraikan 

sebagai berikut : 
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upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan maupun sarana prasarana 

pendukungnya. Keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) juga mendorong 

kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan  pelayanan kepada masyarakat 

karena layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagian besar sudah dapat 

diakses di satu tempat sehingga memberikan kemudahan serta menghemat 

waktu, biaya dan tenaga dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan.  

2. Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan 

  Pelaksanaan pelayanan perizinan telah diatur dalam Standar Operasioanl 

Prosedur Perizinan dan Nonperizinan dimana didalamnya terdapat lama waktu 

pelayanan perizinan. Pada indikator rata-rata lama waktu pelayanan perizinan 

memiliki ketercapaian yang sangat baik karena adanya penyesuaian alur proses 

pelayanan perizinan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Perizinan dan Nonperizinan dan telah ditetapkan pada 22 juli 2022 dengan nomor  

510.4/718/330 tahun 2022. Selain itu komitmen dari petugas pelayanan perizinan 

baik internal maupun eksternal pada Dinas teknis terkait juga terus dimonitoring 

dan dievaluasi sehingga dapat mematuhi lama waktu pelayanan perizinan sesuai 

dengan SOP perizinan dan Nonperizinan. 

3. Indikator Pertumbuhan Nilai investasi PMA dan PMDN 

Pada indikator ini memiliki ketercapaian yang sangat tinggi, hal tersebut 

karena kegiatan-kegiatan pemantaun dan pengawasan maupun pembinaan 

yang dilakukan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk 

dapat melaksanakan LKPM yang merupakan alat untuk menghitung nilai 

realisasi investasi di suatu daerah. Selain itu juga kebijakan dari pemerintah 

terkait penggunaan sistem OSS juga bertujuan untuk memberikan kemudahan 

kepada pelaku usaha dalam memproses perizinan hingga melaksanakan LKPM. 

Walaupun keberhasilan indikator ini sudah sangat baik namun tetap perlu 

dilakukan pendampingan secara terus menerus kepada para pelaku usaha agar 

kemudahan dalam proses perizinan maupun LKPM dapat dirasakan secara 

lebih luas oleh masyarakat  khususnya para pelaku usaha. 

 



44 
 

4. Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) 

Peningkatan jumlah investor baru selaras dengan kenaikan nilai realisasi 

investasi karena dengan semakin bertambahnya jumlah investor tentunya nilai 

investasi juga akan meningkat. Hal tersebut didukung dengan sistem OSS yang 

merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memberikan kemudahan 

kepada masyarakat untuk mengurus perizinan berusahanya. Untuk 

mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat 

dalam menggunakan sistem OSS tersebut. Harmonisasi regulasi terkait 

penanaman modal juga dilaksanakan untuk memberikan pedoman dalam 

pelaksanaan penanaman modal dengan disusunnya 2 (dua) Peraturan Daerah 

yaitu Peraturan Daerah Penanaman Modal dan Peratuarn Daerah 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan 3 (tiga) Peratuan Walikota yaitu 

Peraturan Walikota Promosi dan Pengembangan Iklim, Peraturan Walikota 

Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dan Peraturan Walikota 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, juga pemberian fasilitasi/kemudahan 

penanaman modal maupun pemetaan potensi investasi melalui penyusunan 

kajian potensi dan peluang investasi yang clean dan clear untuk menarik minat 

investor. Selain itu realisasi kepeminatan investasi juga akan menambah 

capaian jumlah investor baru dimana pada tahun 2022 terdapat 6 Letter Of 

Intent (LOI) dan sudah terealisasi sebanyak 4 LOI. 

5. Hasil Penilaian SAKIP dan Nilai SAKIP 

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dilaksanakan oleh Inspektorat untuk menilai implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Hasil Evaluasi SAKIP mengalami 

kenaikan nilai SAKIP walaupun predikat masih sama yaitu dengan predikat BB. 

Peningkatan tersebut merupakan upaya seluruh pihak untuk menyusun 

dokumen perencanaan serta melakukan pengukuran kinerja untuk mewujudkan 

kinerja yang efektif dan efisien dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. 

Selain itu evaluasi capaian kinerja juga dilaksanakan secara berkelanjutan dan 

menjadi dasar dalam mencapai kinerja berkutnya. 
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Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

 
Tabel 3.7 

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 
 

 
No. 

Tujuan/ 
Sasaran 

 
Indikator Kinerja 

% 
Capaian 

Program/ 
Kegiatan 

 
Indikator Kinerja 

% 
Capaian 

Menunjang 
/Tidak 

Menunjang 

1 

Terwujudnya 
pelayanan perizinan 
dan non perizinan 
yang mudah cepat 
transparan 

IKM Pelayanan 
Perizinan 

 
114,26% 

Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

Persentase 
Penerbitan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Yang 
Sesuai Dengan 
SOP 

88.38% 

 
 
 
 

Menunjang 
 2 

Meningkatnya 
kualitas Pelayanan 
perizinan dan non 
perizinan 

Rata-Rata Lama 

Waktu 
Pelayanan 
Perijinan 

125% 

Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan 
secara Terpadu Satu 
Pintu dibidang 
Penanaman Modal 
yang menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota  

Persentase 
Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan yang 
dilayani 

118,32% 

    

Program Pengelolaan 
Data Dan Sistem 
Informasi 

Penanaman Modal 

Persentase 
pertumbuhan 
pemanfaatan 
data, Informasi 
dan Sistem 
Informasi PM 

 
2191,3% 

 

    

Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan 
dan Non Perizinan 
yang Terintegrasi 
pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 
pengelolaan data , 
informasi dan 
sistem informasi 
yang terintegrasi 
secara elektroni 

106.25%  

3 
Meningkatnya 
investasi 

Pertumbuhan 
Nilai Investasi 
PMA/PMDN 

257.18% 

Program Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Persentase 

pelaku usaha 
yang memenuhi 
peraturan 
perundang - 
undangan 

163.07% 

 
Menunjang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

Persentase 
perusahaan yang 
melaporkan 
LKPM 

256.26% 
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4 

Meningkatnya 
investor dan 
penyerapan tenaga 
kerja 

Jumlah nvestor 
berskala 
nasional 

(PMA/PMDN) 

533,33% 

Program 
Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

Persentase 
Investor 
PMA/PMDN 

220.83% 

Menunjang 

Penetapan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
Dibidang 
Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 
Kesesuaian 
Pelaksanaan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan 
PM dengan SOP 

100% 

Pembuatan Peta 
Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
wilayah yang telah 
teridentifikasi 
peta potensinya 

100% 

Program Promosi 
Penanaman Modal 

Persentase LOI 
yang ditindaklajuti 100% 

Penyelenggaraan 
Promosi Penanaman 

Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
peningkatan 
jumlah 
kepeminatan (LOI) 

200% 

5 

Meningkatnya 
Akuntabilitas kinerja 
OPD 

Hasil Penilaian 
SAKIP 

100% 

Program Penunjang 
Urusan  Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Persentase cakupan 
tercapainya 
akuntabilitas kinerja 
OPD 

100% 

Menunjang 

6 
Meningkatnya Nilai 
AKIP Nilai SAKIP 113.64% 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaraan, 
dan evaluasi 
kinerja OPD 

100% 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Tersusunnya 
laporan 
administrasi 
keuangan OPD 

100% 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya 
tertib administrasi 
Umum OPD 

100% 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Terpenuhinya jasa 
penunjang kantor 

100% 

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah an 
Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Yang 
dipelihara 100% 

   Penataan Organisasi Tersusunnya 
laporan 
pelaksanaan 
reformasi birokrasi 

100% 

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2022 
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Program pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi pembuatan 

kajian potensi/peluang investasi maupun pemberian fasilitas insentif/ 

kemudahan penanaman modal akan mendorong peningkatan jumlah investasi 

baru maupun memanfaatkan  Central Java Investment Platform (CJIP) yang 

dikembangkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan upload 

profil potensi/peluang investasi tersebut di aplikasi CJIP yang dapat diakses oleh 

publik secara luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk review 

Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota  pada tahun 2022 antara lain 

Peraturan Daerah Penanaman Modal, Peraturan Daerah Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha, Peraturan Walikota Pengembangan Iklim dan Promosi 

Penanaman Modal, Peraturan Walikota Pelaksanaan Pengendalian Penanaman 

Modal dan Peraturan Walikota Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Program 

promosi penanaman modal juga mendorong pencapaian indikator kinerja 

peningkatan jumlah investasi baru  skala nasional karena dengan adanya 

kegiatan promosi akan menghasilkan Letter Of Intent (LOI) dari investor yang 

akan dilakukan proses lebih lanjut sehingga dapat terealisasi dan menambah 

jumlah investor baru yang berinvestasi di Kota Magelang. Untuk LOI pad atahun 

2022 mengalami peningkatan 200% karena dari 2 LOI pad atahun 2022 

bertambah menjadi 6 LOI pada tahun 2022 yang terdiri dari PT. Agra Megah 

Internasional , PT Eka Bogainti, Era Elektronik Magelang, Food Baverages 

Indonesia, PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk, PT. Home Center Retail Indonesia. 

Untuk pertumbuhan nilai investasi baik PMA maupun PMDN didukung oleh 

program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang melputi berbagai 

macam kegiatan antara lain pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, 

pendampingan pelaporan LKPM, fasilitasi penyelesaian masalah penanam modal, 

pemantauan dan pengawasan penanaman modal dimana semua kegiatan 

tersebut dapat mendorong para pelaku usaha  untuk dapat mencatatkan realisasi 

investasinya. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diukur dengan indikator 

nilai survey kepuasan masyarakat, dan rata-rata lama waktu pelayanan perizinan 

didukung oleh program pelayanan penanaman modal yang meliputi kegiatan 
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pelayanan perizinan dan non perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen 

maupun penanganan pengaduan yang seluruh kegiatan tersebut diharapkan 

dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan proses 

perizinannya. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal juga mendukung indikator nilai survey kepuasan masyarakat, dan rata-

rata lama waktu pelayanan perizinan tetapi memiliki fungsi yang lebih luas 

terkait penyediaan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dari sisi sistem 

informasi maupun sarana pendukung baik jaringan internet, pemeliharaan 

sarana prasarana maupun helpdesk terkait penggunaan sistem maupun kendala 

dari sisi hardware maupun software. Pengelolaan data dan informasi penanaman 

modal  sampai dengan publikasi data dan informasi agar dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat juga merupakan  salah  satu kegiatan yang dilaksanakan pada 

program ini. 

 
 

B. Realisasi Anggaran 

 
Kebijakan anggaran belanja yang diterapkan di Pemerintah Daerah 

Kota Magelang yaitu belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan 

anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang 

direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk 

menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah 

yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memperhatikan bahwa 

peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap 

pengguna anggaran harus terukur. 

 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

memperoleh pagu anggaran awal tahun pada belanja langsung sebesar Rp.  

2.447.797.000,- dan mengalami penyesuaian pada pertengahan tahun 

anggaran menjadi sebesar Rp. 3.719.538.132,- (naik sebesar Rp. 

1.271.741.132,-). Porsi kenaikan anggaran tersebut disebabkan karena 
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adanya penambahan tenant pada Mall Pelayanan Publik (MPP) sejumlah 4 

(empat) tenant untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh UKPBJ, 

Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Kejaksaaan untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang terpadu disatu tempat yang akan memberikan 

efektifitas dalam pelayanan kepada  masyarakat. Selain penambahan 

tenan juga adanya pengadaan sarana prasara SIM online untuk 

mewujudkan pelayanan SIM di MPP yang selama ini belum terlaksana 

karena belum tersedianya sarana prasaran pendukung dalam pelaksanaan 

pelayanan SIM. Untuk kegiatan promosi penanaman modal  dengan 

membuat gerai investasi yang merupakan layanan/tempat fasilitasi untuk 

investor beserta sistem informasi potensi peluang investasi (SI PPOINT) 

sehingga dapat memberikan ruang yang nyaman bagi calon investor 

untuk melakukan pendalaman/ mendapatkan informasi terhadap potensi 

dan peluang investasi yang ditawarkan serta mendapatkan informasi 

secara menyeluruh terkait potensi dan peluang investasi yang disajikan 

pada sistem informasi peta potensi peluang investasi. Selain itu juga 

dilaksanakan promosi investasi melalui pameran investasi untuk lebih 

mendekat kepada masyarakat maupun pelaku usaha dengan 

mempromosikan potensi dan peluang investasi serta produk UMKM dan 

pariwisata secara langsung di Cihampelas Walk Mall Bandung sehingga 

dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kota Magelang. Untuk 

melengkapi  pengelolaan data dan informasi penanaman modal juga 

membuat sistem informasi Geographic Information System (GIS) yang 

akan memberikan informasi terkait penanaman modal antara lain 

keberadaan reklame yang sudah berizin, lokasi potensi/peluang investasi, 

perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Magelang dan ditampilkan 

menurut titik koordinat dan dapat diakses oleh masyarakat. Penambahan 

anggaran juga ada pada kegiatan rutin untuk pemenuhan kebutuhan rutin 

kantor seperti penambahan pada anggaran pemeliharaan kendaraan 
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jabatan, perjalanan dinas, kunjungan tamu, cetakan dan penggandaan, 

surat menyurat, jasa komunikasi listrik dan air untuk mengantisipasi 

kenaikan tarif dasar listrik, maupun pemeliharaan kamar mandi 

pengunjung maupun karyawan di MPP untuk meningkatkan fasilitas yang 

disediakan di MPP. Pada kegiatan perencanaan juga terdapat penambahan 

anggaran pendampingan penyusunan dokumen perencanaan untuk 

meningkatkan akuntabilitas kinerja berupa bimbingan teknis 

perencanaan, dan pada anggaran keuangan terdapat penambahan untuk 

melakukan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja keuangan. 

Selain penambahan anggaran pada beberapa kegiatan, terdapat pula 

kegiatan yang pagu anggarannya disesuaikan yaitu pada sub kegiatan 

penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan logistik karena 

menyesuaiakan dengan pagu yang dibutuhkan. Rincian anggaran pada 

masing-masing sub kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.8 

Anggaran Tahun 2021 

 
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 

(1) (2) 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.238.000 

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.089.000 

3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.315.000 

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.416.000 

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.279.000 

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

 

2.489.000 

7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.798.449.326 

8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 430.000 



51 
 

PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 

(1) (2) 

9 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

 

4.400.000 

10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.000 

11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.796.000 

12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.951.000 

13 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.938.000 

14 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan 1.440.000 

15 Penyediaan Bahan/Material 26.086.000 

16 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.650.000 

17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.590.000 

18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 

19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 514.590.000 

20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 262.544.624 

21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

 
82.624.000 

22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

 
45.039.000 

23 Pemeliharaan Mebel 500.000 

24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.069.000 

25 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.982.000 

26 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3.285.000 

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  

1 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal 

 

9.947.000 

2 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

392.835.000 

3 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 93.134.000 

Program Promosi Penanaman Modal  

1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 22.629.000 
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PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 

(1) (2) 

2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

216.666.000 

Program Pelayanan Penanaman Modal  

1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

 

1.099.981.608 

2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan 

Penanaman Modal 

 

126.150.208 

3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 

1.713.000 

4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif 
Daerah 

11.180.000 

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

 

36.297.692 

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 337.752.000 

3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

 

65.632.000 

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal  

 

1 

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik 

 
142.882.000 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 
 

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 3.9 

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 

 

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

1 
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAMAN MODAL 

495.916.000 494.364.005 99,69% 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 
Dibidang Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

        9.947.000       9.934.000  99,87% 

 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian 
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 
Penanaman Modal 

     9.947.000       9.934.000  99,87% 

 Pembuatan Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota    485.969.000     484.430.005  99,68% 

 Penyusunan Rencana Umum Penanaman 
Modal Daerah Kabupaten/Kota 

392.835.000   391.317.005  99,61% 

 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang 
Usaha Kabupaten/Kota 

  93.134.000    93.113.000  99,98% 

2 
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN 
MODAL 

239.295.000   237.749.378  99,35% 

 Penyelenggaraan Promosi Penanaman 
Modal yang menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

239.295.000  237.749.378  99,35% 

 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman 
Modal 

  22.629.000    22.627.750  99,99% 

 Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 
216.666.000  215.121.628  99,29% 

3 
PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

1.239.024.816  1.221.376.023  98,58% 

 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
secara Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

1.239.024.816  1.221.376.023  98,58% 

 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan 

dan Nonperizinan berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik 

1.099.981.608  1.082.705.597  98,43% 

 Pemantauan Pemenuhan Komitmen 
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman 

Modal 
 126.150.208   125.813.426  99,73% 

 Penyediaan Layanan Konsultasi dan 
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan 
dan Non Perizinan 

      1.713.000        1.680.000  98,07% 

 
4 

PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN PENANAMAN 
MODAL 

 439.681.692   389.772.799  88,65% 

 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal yang menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

 439.681.692   389.772.799  88,65% 

 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

    36.297.692      36.205.557  99,75% 

 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

  337.752.000    302.689.142  89,62% 
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No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

     65.632.000      50.878.100  77,52% 

 
5 

PROGRAM PENGELOLAAN DATA 
DAN SISTEM INFORMASI 
PENANAMAN MODAL 

  142.882.000   141.000.250  98,68% 

 Pengelolaan Data dan Informasi 
Perizinan dan Non Perizinan yang 
Terintegrasi pada Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

 142.882.000   141.000.250  98,68% 

 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan 

Data dan Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik 

 142.882.000   141.000.250  98,68% 

6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTA HAN DAERAH KAB/KOTA 

4.961.187.950   4.738.257.897  95,51% 

 Perencanaan,Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       73.826.000         69.149.684  93,67% 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

     66.238.000         61.633.684  93,05% 

 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA -SKPD 

        1.089.000            1.083.000  99,45% 

 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA -SKPD 

        1.315.000            1.308.000  99,47% 

 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
DPA -SKPD         1.416.000            1.393.000  98,38% 

 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA -SKPD         1.279.000            1.261.000  98,59% 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

        2.489.000            2.471.000  99,28% 

 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

3.803.677.326   3.665.918.589  96,38% 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.798.449.326   3.660.775.589  96,38% 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD            430.000               426.000  99,07% 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

       4.400.000            4.319.000  98,16% 

 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran 

          398.000               398.000  100,00% 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 
 138.451.000      137.716.350  99,47% 

 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

      1.796.000           1.787.500  99,53% 



55 
 

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
   20.951.000         20.763.000  99,10% 

 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

     8.938.000           8.927.500  99,88% 

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang -Undangan 

     1.440.000           1.440.000  100,00% 

 Penyediaan Bahan/Material 
  26.086.000        26.082.000  99,98% 

 Fasilitasi Kunjungan Tamu 
     3.650.000          3.645.500  99,88% 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

  75.590.000        75.070.850  99,31% 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah an Daerah 

  777.734.624     700.987.626  90,13% 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
        600.000             593.100  98,85% 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 514.590.000   437.992.389  85,11% 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
 262.544.624   262.402.137  99,95% 

 Pemelihara an Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah an 
Daerah 

 164.214.000   161.232.648  98,18% 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

    82.624.000     81.366.348  98,48% 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau  
Lapangan 

    45.039.000    43.574.200  96,75% 

 
Pemeliharaan Mebel           500.000          500.000  100,00% 

 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

    16.069.000    15.892.100  98,90% 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

    19.982.000    19.900.000  99,59% 

 
Penataan Organisasi        3.285.000      3.253.000  99,03% 

 Peningkatan Kinerja dan Reformasi 
Birokrasi 

      3.285.000      3.253.000  99,03% 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Tahun 2022 
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C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 3.10 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 
 

No. Tujuan/Sasaran 

Indikator Kinerja Anggaran 
 

Tingkat 
Esisiensi 

 
Target 

 
Realisasi % Capaian 

Anggaran Realisasi  
% Capaian 

(Rp.) (Rp.) 
11 

Terwujudnya 
pelayanan perizinan 
dan non perizinan yang 
mudah cepat 
transparan  

83.5 95.41 114,26% 

1.239.024.816 1.221.376.023 98,58% 1.21 
2 

Meningkatnya kualitas 
Pelayanan perizinan dan 
non perizinan 

 
4,5 

 
2.74 

 
125% 

3 

Meningkatnya investasi  16% 41.15% 257.18% 

1.317.774.692 1.262.886.432 95.83% 4.12 
4 

Meningkatnya investor 
dan penyerapan tenaga 
kerja  

3 16 533,33% 

5 

Meningkatnya 
Akuntabilitas kinerja 
OPD  

BB BB 100% 4.961.187.950 4.738.257.897 95,51% 1.04 

6 

Meningkatnya Nilai AKIP  70 79.55 113.64% 4.961.187.950 4.738.257.897 95,51% 1.18 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Tahun 2022 
 

Tingkat Efisiensi dari pencapaian kinerja dibandingkan dengan anggaran 

memiliki tingkat efisiensi yang sangat tinggi karena rata-rata diangka lebih dari 1 

bahkan pada indikator tujuan dengan indikator pertumbuhan nilai investasi 

PMA/PMDN maupun indikator sasaran dengan indikator jumlah investor skala 

nasional PMA/PMDN memiliki tingkat efisiensi sebesar 4.12. 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian 

kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 3.11 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 
 

 
No 

. 

 
Program/ 
kegiatan 

Indikator Kinerja Anggaran  
Tingkat 
Esisiensi Target Realisasi 

% 
Capaian 

Anggaran Realisasi 
%Capaian 

(Rp.) (Rp.) 

 
1 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN IKLIM 

PENANAMAN MODAL 

 
100% 

 
220.83% 

 
220.83%     495.916.000      494.364.005  99,69% 

 
2.21 

 Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Dibidang 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

100% 

 

100% 

 

100%         9.947.000          9.934.000  99,87% 

 

1 

 Pembuatan Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota 
20% 20% 100%     485.969.000       484.430.005  99,68% 1 

2 
PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 
100% 100% 100%     239.295.000       237.749.378  99,35% 1 

 Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 
10% 

 
300% 

 
3000%     239.295.000        237.749.378  99,35% 

 
30.2 

3 
PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

93.5% 82.64% 88.36%  1.239.024.816  1.221.376.023  98,58% 0.89 

 Pelayanan Perizinan  dan 
Non Perizinan secara 
Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 

 
80% 

 

 
94.66% 

 

 
118.32% 1.239.024.816  1.221.376.023  98,58% 

 

 
1.20 

 
4 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

15% 24.46% 163.07% 439.681.692 389.772.799 88.65% 1.84 

 Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 
50% 

 
128.13% 

 
256.26% 

 
439.681.692 

 
389.772.799 

 
88.65% 

 
2.89 

 
5 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DATA 
DAN SISTEM INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

 
10% 

 
219.13% 

 
2191.3% 

 
142.882.000 

 
141.000.250 

 
98,68% 

 
22.2 

 Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan dan Non 
Perizinan yang Terintegrasi 
pada Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

80% 

 

85% 

 

106.25% 

 

142.882.000 

 

141.000.250 

 

98,68% 

 

1.07 

6 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTA HAN 
DAERAH KAB/KOTA 

100% 100% 100%  4.961.187.950   4.738.257.897  95,51% 1 

 Perencanaan,Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 8 8 100%  73.826.000   69.149.684  93,67% 1 



58 
 

 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah  15 15 100%  3.803.677.326   3.665.918.589  96,38% 1 

 Terlaksananya tertib 

administrasi Umum OPD   7 7 100%   138.451.000    137.716.350  99,47% 1 

 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  3 3 100%   777.734.624    700.987.626  90,13% 1 

 Pemelihara an Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah an Daerah 

  5 5 100%   164.214.000     161.232.648  98,18% 1 

 Penataan Organisasi 
  1 1 100%        3.285.000           3.253.000  99,03% 1 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Tahun 2021 

Tingkat efisiensi pada level program dapat dilihat bahwa disemua program 

pencapaian indikator efisien dan selaras dengan penggunaan anggaran. Hal 

tersebut dapat dilihat hampir semua program memiliki tingkat efisiensi dengan 

nilai 1 bahkan ada sampai 30.  Sedangkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi pada 

program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal  dengan tingkat 

efisiensi sebesar 22.2 dan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi 30.2 . 

Sedangkan untuk tingkat efisiensi yang ada dibawah 1 hanya  satu program yaitu 

program  program pelayanan penanaman modal dengan tingkat efisiensi 0.89.
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LAMPIRAN 

 
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH 
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SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH 

 

 



66  

 



67  

 



68  

 



69  

 

 



70  

MATIKS RENSTRA 
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SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
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